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This article aims to explain the concept of economic development of society, primarily Islamic 
community which is based on the socio-economic potential of the Mosque community. 
Functionally, the mosque can be viewed from two perspectives, first; mosque as the 
infrastructure of worship, and second; mosque as a society. The first perspective has been 
deeply rooted in the awareness of Islamic societies including in Indonesia. Yet,  in the second 
perspective, the function of the mosque seemed to only shift some distance from the first 
perspective, its significance is limited to rituals only, whereas the functional meaning of the 
mosque is socially very wide. Included in this second perspective is the potential economic basis 
of society, namely the mosque-based economy. The mosque is a medium to internalize the 
values of submission, obedience, and self-surrender, which is actually a model of human 
resource development with integrity. The process is done through a system of congregation, 
which is socially said to be a community in which social networks between the jama’ah are 
built. When viewed from an economic perspective, the jama'ah network can be translated again 
in the form of economic networks, either through economic unions (Syirkah) or capital 
cooperation (Mudharabah). To popularize the economic potential of the mosque-based people 
up to the entire units of the mosque community is really possible to  enable the effectiveness of  
economic potential of the people who have been unnoticed. 
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LATAR BELAKANG 
ejarah masyarakat Islam dalam masa nabi Muhammad SAW adalah masyarakat yang hidup 
dalam sebuah suasana kelembagaan yang diatur oleh tuntunan Al-Qur’an dan Hadits. 
Aktivitas sosial yang menyangkut relasi antar manusia, baik dengan segala bentuk permasalahan 
maupun segala solusinya, dipandu oleh petunjuk Islam. Demikian juga dari sisi ekonomis, sebagai 
contoh sederhana bahwa dalam proses produksi telah diregulasi dengan sistem pengupahan yang 
humanis, pembatasan antara perihal boleh dan tidak boleh dalam hal konsumsi, serta proses 
distribusi dan redistribusi yang diatur berdasarkan pada institusionalisasi kelembagaan zakat, 
infaq, sedekah, dan waqaf sebagai bagian dari perangkat untuk menjaga keseimbangan sosial dan 
ekonomi. Hal tersebut merupakan beberapa bukti sejarah bahwa sesungguhnya paradigma 
aktivitas-aktivitas ekonomi telah melekat (embedding) dalam nilai-nilai Islam itu sendiri. Atau 
sebaliknya dapat pula dikatakan bahwa tata nilai keislaman merupakan pranata yang memiliki 
ranah inklusivitas sangat luas, dimana dalam pranata Islam tersebut bukan hanya menyangkut 
perihal ubudiyah semata, tetapi terdapat sasaran-sasaran sosio-ekonomi. Namun, menarik untuk 
ditanyakan adalah mengapa dunia Islam tidak menggali potensi ekonomi yang ada di balik 
kelembagaan Islam itu sendiri?. 
Pertanyaan tersebut bermaksud menegaskan bahwa, tradisi ilmu ekonomi, yang saat ini 
menjadi arus utama, lebih cenderung menjauhkan cendekia muslim dari nilai-nilai ekonomi Islam 
itu sendiri. Betapa tidak, tradisi ekonomi konvensional telah meletakkan dasar-dasar kesadaran 
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ilmiah yang materialistik serta sekuler. Demikian pula pada tataran kesadaran praktis. Sementara 
Islam mengenal prinsip menyeluruh (Kaffah). 
Sebagai pendalaman terhadap penegasan tersebut, maka suatu hal yang tepat dilakukan 
adalah mengaji dan mereferensi kembali sejarah pada masa awal keberhasilan institusi Islam 
sebagai sebuah tradisi kewahyuan membangun perekonomian umat, yakni di masa Nabi 
Muhammad SAW. 
Dalam sejarah diketahui bahwa perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekkah ke 
Madinah, prasarana sosial yang prioritas untuk dibangun tidak lain adalah pembangunan Masjid, 
di wilayah Quba. Pembangunan masjid tersebut, yang selanjutnya dinamai Masjid Quba, 
memberikan indikasi bahwa proses sosialisasi nilai-nilai Islam di daerah Madinah ini dibasiskan 
pada masjid yang bertujuan sebagai media peradaban berserikat (jama’ah) hingga menjadi sebuah 
peradaban Islam terbaik, yakni peradaban madani atau negara Madinah. 
Di era negara Madinah penerapan nilai/syariat Islam sebagai sebuah aturan main organisasi 
sosial mencapai masa terbaiknya. Sebagaimana diketahui pula bahwa masa terbaik dari umat 
Islam sejak awal hingga akhir zaman kelak adalah di masa kenabian tersebut.  
Kehadiran syariat yang mengatur relasi ibadah baik dari sisi ibadah vertikal maupun 
horizontal saat itu mencerminkan keberhasilan Nabi dalam menegakkan nilai kewahyuan menjadi 
sebuah institusi yang efektif, menjadi sumber kebaikan yang melampaui, bagi segenap warga 
negaranya tanpa melihat ras maupun agama. 
Namun jika dilihat dari perspektif kekinian, nilai-nilai keislaman dalam masyarakat Islam 
sedang menghadapi tantangan yang sangat berarti. Karena ditengah komunitas yang beridentitas 
Islam terjadi proses keterasingan (alienasi), Islam terasa asing dalam komunitas Islam itu sendiri, 
nilai Islam termarjinalkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Islam. Sebagai contoh, dari 
perspektif Indonesia, perilaku korup merajalela di tengah republik yang dihuni oleh mayoritas 
Islam. Tindakan dzalim tersebut sangat mungkin dilakukan oleh pihak yang secara administratif 
beridentitas muslim. Itu merupakan salah satu contoh bentuk aktivitas ekonomi yang amat 
menyimpang dari fitrah manusia dan dapat berdampak negatif terhadap keberhasilan kebijakan 
ekonomi pemerintah. Padahal orang yang amanah dan jujur merupakan ciri seorang muslim. 
Fenomena keterasingan nilai Islam ini ternyata bersifat derivatif, keterasingan akan diikuti 
oleh keterbelakangan dalam peradaban. Seperti perilaku menyimpang dari penyelenggara negara, 
sangat mungkin memberi peluang terhadap pengambilan hak-hak publik oleh pihak 
penyelenggara publik dengan para pemodal melalui praktik suap. Secara kelembagaan, kondisi 
demikian dapat menyebabkan ketidakseimbangan di antara para aktor-aktor ekonomi. Sehingga 
akhirnya umat mungkin akan menjadi pihak yang semakin terbelakang terutama dalam peradaban 
ekonomi. Sebagai ilustrasi keterbelakangan ekonomi umat di Indonesia dapat dilihat dari data 
distribusi ekonomi, bahwa ekonomi Indonesia dirajai oleh minoritas (merdeka.com, 1 Februari 
2014). Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa posisi umat dalam perekonomian adalah 
marjinal, meskipun dalam dunia badan pusat statistik ditemukan angka peningkatan pendapatan 
nasional per kapita yang cenderung meningkat, namun bukan berarti menunjukkan distribusi 
ekonomi yang baik. 
KEMBALI KE MASJID 
Ada paradigma yang harus mengalami perubahan dalam perspektif membangun ekonomi 
umat. Cerminannya dapat dimulai dengan melihat dari sisi sejarah sosiologi ekonomi eropa. 
Weber berhasil menemukan perihal subtantif yang menjadi dasar kemajuan ekonomi eropa. 
Menurutnya bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh eropa saat itu adalah adanya internalisasi 
nilai-nilai calvinisme dan etika protestan dalam kehidupan ekonomi (Damsar dan Indrayani, 
2015). Analisis Weber tersebut menunjukkan inklusivitas agama dalam kehidupan ekonomi 
sangat signifikan bagi kemajuan bangsa eropa.  
Hal sebaliknya cenderung masih terjadi pada kondisi umat Islam kekinian, termasuk di 
Indonesia. Nilai-nilai syari’ah belum sepenuhnya inklusif dalam tata kehidupan masyarakat. Hal 
ini juga didukung oleh teori modernisasi bahwa di masa modern agama cenderung menjadi 
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perihal yang bersifat privat, institusi agama akan menjadi sesuatu yang berbeda (Wuthnow, tanpa 
tahun: 603).  
Dari sisi praktis ekonomi dan bisnis, syari’ah telah mejadi salah satu identitas beberapa 
entitas ekonomi dan bisnis. Seperti adanya konsep ekonomi dan bisnis syari’ah dalam berbagai 
perbankan syariah, pasar modal syariah, dan sebagainya. Namun, secara secara struktural masih 
sesuai teori modernisasi sebelumnya, sifatnya masih cenderung eksklusif dan parsial. Kesadaran 
untuk melekatkan nilai syari’ah dalam berbagai kegiatan ekonomi masih belum menyeluruh. 
Meskipun dari sisi perbankan telah ada islamisasi perbankan (system syari’ah), tetapi secara 
kontestasi, proporsi pemain dari kebanyakan kalangan umat Islam relatif masih rendah. Hal ini 
sangat mungkin disebabkan oleh sebaran kekuatan ekonomi umat tersebar secara individual dan 
tidak terorganisir. Inilah tantangan bagi pengejawantahan paradigma ekonomi Islam. 
Dengan demikian, maka jawaban terhadap tantangan tersebut adalah integritas dan 
inklusivitas umat. Wajib untuk kembali memahami dan menduplikasi basis sosial agama yang 
ada dalam Islam itu sendiri, sebagai sebuah petunjuk yang otentik dalam Islam yaitu kembali ke 
Masjid sebagai media pemersatu kekuatan sosial dan ekonomi umat. 
MASA DEPAN KESEJAHTERAAN EKONOMI BERBASIS MASJID 
Konsep seperti ini sebelumnya lebih awal telah dicetuskan oleh pemikir-pemikir dari 
FORDEBI (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam) yakni konsep Kesejahteraan Semesta 
Berbasis Masjid (fordebi, 2017). Hal utama yang melatari  konsep ini adalah bahwa masjid 
merupakan tatanan masyarakat.  Paradigma terhadap masjid sebagai tempat atau sarana untuk 
melakukan shalat berjamaah saja merupakan sesuatu yang perlu diperbaiki. Masjid perlu 
dipandang dari perspektif sosial dan ekonomi. Karena masjid adalah masyarakat, komunitas yang 
solid, dan didasari oleh kesamaan nilai dasar, yakni nilai Islam. 
Jika masjid bukan hanya sebagai sebuah sarana ritual ubudiah vertikal, maka sangat 
mungkin dibangun fondasi ekonomi umat. Masjid dapat dijadikan sebagai titik kumpul untuk 
memulai menggerakkan ekonomi umat secara berjamaah. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab 
tantangan tentang adanya parsialisasi dan marjinalisasi umat untuk terlibat dalam kontestasi 
perekonomian. Masjid dapat dijadikan sebagai basis untuk menyatukan kapasitas ekonomi umat. 
Dalam konsep kesejahteraan berbasis masjid ini, bukan berarti bahwa perekonomian 
dilaksanakan di masjid. Masjid adalah sebuah simbol masyarakat, sebuah institusi sosial 
keagamaan multidimensi. Dimana tiap-tiap masyarakatnya dapat memberikan kontribusi 
ekonomi secara rapi teroganisasikan.  
AKTUALISASI EKONOMI BERBASIS MASJID 
“bila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah 
dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu’ah: 10) 
Demikian perintah Allah dalam kitab-Nya. Bila dilihat secara maknawi, ayat tersebut 
menunjukkan secara tidak langsung bahwa gerakan ekonomi dapat dimulai dari masjid, tempat 
melaksanakan shalat berjamaah. Sehingga berdasarkan pada ayat tersebut maka relasi antara ayat 
tersebut dengan konsep kesejahteraan berbasis masjid adalah sangat erat. Titik awal kekuatan 
ekonomi umat dapat diterjemahkan dari masyarakat masjid. Diantara bentuk operasionalisasinya 
dapat diturunkan dari konsep jama’ah, seperti bentuk kerjasama syirkah (berserikat), bagi hasil, 
ta’awwun, dan lain-lainnya. 
Melalui konsep jama’ah ini dapat dipetik tiga implikasi ekonomis bagi umat. Pertama, 
potensi ekonomi umat yang termarjinalkan dapat menemukan medianya untuk disatukan dari 
sekian banyak potensi ekonomi mikro yang ada, atau dapat diidentikkan sebagai Baitul Maal. 
Kedua, ekonomi yang dibasiskan pada masjid memberikan jaminan pengawasan terhadap proses 
pengelolaan sumber daya, hal ini dimungkinkan oleh kesadaran masyarakat yang telah 
terinternalisasi oleh nilai-nilai Islam. Ketiga, efektifnya ekonomi umat berbasis masjid pun 
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menjadi tunas penerapan mekanisme ibadah sosial umat dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah, 
dan wakaf. 
Dengan demikian, potensi sumber daya ekonomi umat Islam yang selama ini hanya efektif 
digunakan secara parsial, berserakan, dapat terhimpun dalam sebuah wadah ekonomi berbasis 
masyarakat masjid, dan akhirnya dapat memberikan efek tetesan ke bawah bagi pelaku ekonomi 
lainnya, sebagai rahmat bagi sekalian alam. 
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